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BUP A TI T ASTKMA LA Y A 

a. bahwa da lam rangka sinergitas pengelolaan dana bagi bas il cukai hasil tembakau 
dengan tujuan pembinaan industri has il tembakau Departemen Keuangan, perlu 
dilakukan langkab-I angkah yang ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan 
dana bagi has il cukai has il tembakau oleh Satuan Kelja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikma laya; 

b. bahwa berdasa rkan pertimbangan sebaga imana~d imaksud pad a pertimbangan 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pengelo laan 
Dana Bagi Has il Cukai Has il Tembakau di Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang NomoI' II Tahun 1995, tentang Cukai (Lembaran Negara RI 
Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rl NomoI' 3613) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NomoI' 39 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor II Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Ki 'I al1un 2Uu7 ['>Jamul' 1 u5 , fambailan Lembaran l'-Jegara Rl 
Non1O r 4755) ; 

2. Undang-Undang NomoI' 32 Tabun 2004, tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 NomoI' 125 ; Tambahan Lembaran Nagara 
Nomo I' 4437) sebagaimana te lah diubah bebarapa kaJi, terakhir dengan Undang­
Undang NomoI' 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
NomoI' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2008 NomoI' 59, Tambahan Lembaran Negara Rl NomoI' 4844); 

3. Undang-Undang NomoI' 33 Tahun 2004 tentangYerimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusa t dan Pemerintahan Daerah (Le tnbfll'811 Negar8. R! T8 i:lIn 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

4. Undang-Undang NomoI' 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara RI NomoI' 4778); 

5. Peraturan Pemerintah NomoI' 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

6 . 

7. 

8. 

(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 NomoI' 137, Tambahan Lembaran Negara 
NomoI' 4575); 
Pcralun:Ul Po;;:merintah NomoI' 58 Ta hun 2005 te nta n g Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Nega ra Rl Tahun 2005 Nomor 140, Talllbahan Lembaran 
Nagara Rl NomoI' 4578) ; 

Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007, tentang Pelllbagian Urusan 
Pelllerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenJKota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
NOlllor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl NOlllor 4737); 
Peratu ran Menteri Keuangan NomoI' 43 /PMK.0412005, tentang Penetapan Haraa 
Dasar dan Tarif Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan NomoI' I 34/PMK.0412007 tentang 
P(: rubahan Ketiga Atas Peraturall Menteri Keuangan NomoI' 43/PMK.04/200S 
ten lang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Tembakau; 



fVI cneLapkan 

9. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 13 Tahlll1 2006, tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga imana t51 ah diubah dengan PeratUJaIl 
Menteri Dalam Nege ri Nomor 59 Tahun 2007 tenLang Perubahan Atas Peraturan 
MenLeri Dal am Negeri Nomor 13 Tahul1 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

10. Peraturan Menteri Keuangan omor 60/PMK. 071 2008, tentang Dana Alokas i 
Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 ; 

11. Peraturan Menteri Kell angan Nomo r 84/PMK.07/2008 , tentang Penggul1 aan 
Dana Bagi l-Ias il Cukai Hasil Tenlbakau dan Sanksi alas Penyalahgunaan 
Alokas i Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaka u; 

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat NomoI' 84 Tahun 2007 lenLang Penggunaan dan 
Pengelolaan Dana Alokasi Cukai Ha iI Tembakau Bagian Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Dae rah Tahun 2007 Nomor 80 Seri ~ ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat omor 55 Tahun 2008 , 
lcnlang Peru ba han Atas Peraluran Gubern ur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2007, 
ten Lang Penggllnaan dan Pengelolaan Dana Alokas i Cukai Has il Tembakall 
Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 80 
Seri E) ; -

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 900.05/Kep.541-Desen/2008, tentang 
Tim Koordinasi dan Fas il itas i Penggunaan Dana Bagi Hasil Alokas i Cukai Has il 
Tembaka u; 

14. Peraturan Gubernur .I awa Barat Nomor 27 Tahun 2009 tentang Operasional 
Kegiatan Dana Bagi I-Ias il Cukai Has il Tembakau Jawa Barat Tahun 2009 
(Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100 Seri E) 

15. Peraturan Daerah Kabllpaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 , tentang Urusan 
PemerinLah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

M E:: M UTUS K AN 

PERATU RA BUP;\TL TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN DANA 
BAGI HAS IL CU IZAI f-IAS IL TEMBAKAU DI KABU PATFN TAS IKM ALAYA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalab Kab upaten Tas ikmalaya. 
2. Pemerintah Dae rah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tasikm alaya . 
3. Bupati adalah Bupati Tasik malaya. 
4. SaLuan Ke rj a Perangkat Daerah yang sclanjutn ya disebut SKPD adalah Satuan 

Kelja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah I abupaten Tas ikmalaya. 
5. Cukai adalah pungutan nega ra ya ng dikenakan terhadap barang-barang tertentll 

yang mempun yai sifat atau ka rakLeri slik ya ng d iLetapkan sesuai ketentuan 
perllndang-undangan. 

6. Ba rang K.ena Cukai Hasil Tembakau adalab bas il tembakau, yang meliputi 
sigaret, ce rutLl rokok daun , tembakau iri s, datl hasil pengo lahan tenbakau 
lainnya, dengan tidak mengindahkan di gunakan atau tidakn ya bahan pengganti 
atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatann ya . 

7. T im Pcngarah Dana Bagi Hasil Cukai I-:lasil Tembakau yang se lanjutnya di sebut 
Tim Pengarah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk rn elakukan 
koordina i, perulTIusan langkah strategis kegialan, fas ilitas i, pengendalian , 
pengawa an dan pemantauan at as penggunaan Dana Bagi I-las il Cuk~i Has il 
Tembakau. 

8. T im Pelaksana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya di sebut 
Tim Pelaksana adalah Tim yang dibcn luk oleh Bupati untuk 
menginpl ementas ikan has il konsultas i langkah strategis, pelaksanaan fasililas i, 
pengevaluas ian dan pelaporan has il kegiatan Dana Bagi I-las il Cukai Basil 
Tembakau. 



BAB II 
PENGE LOLAA KEGIATAN DAN B ESARAN DANA 

PasaJ 2 
( I) Alokasi dana bagi has il cukai hasil tembakau yang diberikan untuk Provinsi 

scbesar 30% (tiga puluh persen) dan Kabupaten/Kola 70 % (tujuh puluh persen) 
dar i dana bagi basi I cukai has i I lem bakau , sesuai ketentuan peraturan perundang­
uJldangan . 

~ 

(2) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeJola kegiatan dana bagi hasil cuka i 
has il tembakau dan mengkonso lidas ikan kcgiatan di Kabupat n sesuai alokasi 
dana bagi hasil sebagaimana dilTlaksud pada ayat (1) melaJui T im Pengarah dan 
Tim Pelaksana. 

(3) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupali. 

(4) Besaran dana bagi hasil cukai has i I tembakau Kabupaten Tasikmalaya 
di alokasikan kepada SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB lIT 
PE GG A DANA 

Pasal 3 
( I) Dana bagi has il cukai has il tcmbakau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 

merupakan UIl SUI" dana perimbangan. 
(2) Dana bagi hasil cukai has il tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

di gunakan untuk : ~ 

a. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau, m li puli : 
1. Standardisas i kualitas bahan baku ; 
2. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kaclar nikotin rendah; 
3. Pengen1banga n saran a laboratoriuL11 uji dan pengembangan 11letod,e 

penguJl an; 
4. P nanga nan panen dan pasca panen bahan baku; 
S. Pengualan kelembagaan kelompok petani te mbakau. 

b. Pembinaan ind us Lri , meliputi : 
I. Pendataan mesin/peralatan mes in produksi has il. tembakau (registras i 

mes inJperalatan me in) dan pemberi an tanda khusus; 
2. Penerapan ketenluan terkait 1-1ak atas Kekayaan lntelektual; 
3. PembenLukan kawasan industr i has il tembakau; 
4. Pemetaan industri hasil tembakau; 
5. Kemitraan Usaha Kecil Menengah (U I(M) dan usaha besar dalam 

pengadaan bahan baku ; 
6. PenguaLan kelembagaa n aS0s i8s i industri hasi! tembakau: 
7. Pengembangan industri has il tembakall dengan kadal" tar dan nikotin 

rendah melalui penerapan Good Marnifacluril1.g Practices (GNP). 
c. PelTlbinaan lingkllngan sosial , meliputi : 

1. Pembinaa n kemampuan dan keterampilan kelj a masyarakat di lingkungan 
industri has il tembaka u dan/atau dae rah penghasil bahan baku industri 
has il tembakau; 

2. Penerapan l11anaj el11en li l11bah indusLri hasil tel11bakau yang mengacu 
kepada AnaJi sa Dampak Lingkungan (AMDAL); 

3. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khuSLlS Lll1tuk 
merokok di tel11pat Llmum ; 

4. Peningkatan derajat kesehatan masyaraka t dengan penyediaan 
fas ilitas perawa tan kesehatan bagi penclerita akibat dampak asap rokok; 

5. Pengllatan sarana clan prasa rana kelembagaan pe latihan bagi tenaga kelj a 
inclustri has illembakau ; 

6. Pengualan ekonomi masyarakat lingkungan indllstri has il tembakau 
dalall1 rangka pengentasan kemi si<inan, mengurangi pengangguran dan 
mendorong pertull1buhan ekonom i daerah, dil ak anakan antara lain 
melalui bantuan pe rmodalan dan sarana produksi. 



d. Sosiali sasi ketentuan di bidang cukai, meliputi : 
1. Sosiali sas i cukai rakok kepada masyarakat dan perusahaan; 
2. Fas ilitas i, koordinas i, monitoring dan evaluas i terhadap dana bagi hasil 

cukai has il tembakau; 
3. Pemberantasan barang kena cukai il egal; 
4. Pengumpulan info rmasi has il tembakau yang dilekati pita cukai pal su di 

peredaran atau tempat penjualan eceran; 
5. Pengumpulan informas i has il tembakau yang tidak dil ekati pita cukai di 

peredaran atau tempat penj ualan eceran. 
e. Pemberantasan barang kena cukai il egal, meliputi : 

I . Pengumpul an in fo rmas i has il tembakau yang dil ekati pita cukai palsu di 
peredaran atau tempat penjualan eceran. 

2 . Pengumpul an informasi has il tembakau yang tidak dil ekati pita cukai di 
peredaran atau tempat penjualan eceran. 

(3) Dalam rangka menunj ang kelancaran pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil cukai 
hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat di selenggarakan 
pengadaan sa rana dan prasa rana, sesuai proporsi kegiatan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka koordinasi operas ional kegiatan dana bagi has il cukai has il 
tembakau dil aksanakan kegiatan fasilitas i penge lolaan kegiatan dana bagi has il 
cukai has il tembakau. 

(5) Operas ional kegiatan dana bagi has il cukai has il tembakau sesuai dengan potensi 
dan karakteri stik yang dillliliki Kabupaten Tasikma laya. 

BAB IV 
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSAN A 

Pasal4 
(1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas di antara SKPD pelaksana kegiatan dana 

bagi has il cukai has il telllbakau, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. 
(2) T im Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), 

didasarkan kepada rUlllpun tugas pokok dan fungs i SKPD pelaksana program 
kerj a dan kegiatall sesuai ketentuan peraturan perundang-undang:ln. 

(3) Susunan personali a Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diusulkan oleh masing-mas ing Kepala SKPD, dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati . 

BAB V 
MEKAN ISM E PELAKSANAAN KEGTATAN 

Pasal 5 
( 1) Dalam melaksanakan specific granl dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a 

Nas ional, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Dae rah Kabupaten Tas ikml aya dapat melaksanakan program dan 
operasional kegiatan dana bagi has il cukai has il tembakau. 

(2) Specific grant sebaga imana din1aksud pada ayat ( I ) dil aksanakan setelah 
perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanj a Dacrah Prov insi Jawa Bmat. 

(3) Penge lolaan dana bagi has il cukai has il tembakau didasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang pengelol aan keuangan daerah. 

BAB VI 
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EV ALUASI 

Pasal 6 

(1) Bupati melaporkan operas ional kegiatan dana bagi has il cukai has il tembakau 
kepada Gubernur melalui Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pemhangunan 
Wilayall Prov insi Jawa Baral, dengan tembusan kepada Biro Otonomi Daerah 
dan Ke l~j asama Sek.retari at Daerah Provinsi Jawa Barat 



(2) Tim Pelaksana menyusun laporan keg ialan el an penggunaan elana bagi hasil 
cukai has il tembakau kepael a Bupali melalui Tim Pengarah. 

(3) BlIpati melailli Tim Pengarah melakukan pemantauan el an evaIuasi atas 
penggunaan el ana bag i has il cukai has il tembakau. 

(4) Dalam hal hasil pemantauan el an evaluas i atas penggunaan dana bagi basil cukai 
bas il tembakau mengindikas ikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaanJ1ya, 
Tim Pengarah Ill elakuka n langkah-Iangkah tindak lanjut, sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTU P 

Pasal 7 

(1 ) Hal-hal yang bclum cukup eli alur dalalll Peraturan BlIpati ini sepanjang 
mengenai t lm is pelaksanaann ya, eli atur lebih lanjul oleh Sekretari s Daerah 
Kabupaten Tas ikmalaya . 

(2) Untu k meningkatkan ketepalan el an akuras i rencana el an laporan operasional 
kegiatan dana bag i has il cuka i has il tembakau di Kabupaten, Tim Pelaksana 
Ill enyesuaikan jad ual pelaksanaa n kegiatan dengan kelentuan jadual yang 
ditetapkan Mcntcri Keuangan. 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berl aku pada tanggaI diundangkan. 

Agar se ti ap orang mengelahuinya, memerintahkan pengllnelanga n Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Ditetapka n eli Tasikmalaya 
pacla tanggaJ 16 P e'brua.ri 2010 

SEKRETARlS DAERA J-I 
KABUPATEN TASIK MA LA VA, 

H. ASEP ACHMAD DJAELANI 
I JP. 19540207 198303 1 004 

BCRfTA DAERA H KABU PATE TAS IKMALA VA 
T H N 2010 NOMO R 8 

Di tetapkan eli Tas ikmalaya 
I f ( '? 

pada Langgal 16 Pebruari ") 2010 

fl UPAT I TASIKMAL/ 

~ 1'. FAR:A-&UL HAKlf 


